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Abstrak  
Desentralisasi dipandang sebagai alat yang efektif untuk mengatasi persoalan-persoalan 
pembangunan ekonomi dan nation building yang sempat terbengkalai di masa penjajahan. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khasanah sejarah lokal Jambi. Pemaparan dilakukan 
secara deskriptif analitik dengan menggunakan konsep-konsep ilmu sosial. Pengumpulan data 
(bahan) dilakukan melalui library reseach, dokumentasi, arsip dan wawancara serta sejarah lisan.  
 
Kata Kunci : BKRD, Keputusan Politik 1955.  
 
 
 
PENDAHULUAN  
 
Isu desentralisasi dan otonomi daerah yang 
dimulai dengan dikeluarkannya Undang-
undang No. 1 Tahun 1945 tidak hanya 
merupakan babagan baru dalam bidang 
pemerintahan tetapi juga melahirkan 
persoalan baru. Terbentuknya tiga propinsi di 
Jawa dan di luar Jawa serta pemekaran 
keresidenan-keresidenan dapat dikatakan 
sebagai pemicu timbulnya keresahan atau 
konflik (Anonim, 1992, hlm. 9). Dalam arti, 
ada beberapa keresidenan yang pada akhirnya 
mencoba untuk memisahkan diri terlepas dari 
induk propinsinya dan membentuk propinsi 
tersendiri.  
Salah satunya yaitu keresidenan Jambi. 
Keresidenan Jambi yang meliputi dua daerah 
yaitu Jambi Hulu (Barat) dan daerah Jambi 
Hilir (Timur) berdasarkan sidang Komite 
Nasional Daerah Sumatera 18 April 1946 di 
Bukittinggi, dimasukkan dalam sub Propinsi 
Sumatera Tengah (Anonim, 1948). Sjamsoe 
Bahroen dalam pidatonya di Resepsi Kongres 
Rakyat se Daeerah Jambi 14 – 15 Juni 1955 
mengatakan bahwa keputusan ini ternyata 
menimbulkan keresahan atau ketidakpuasan 
beberapa tokoh masyarakat Jambi seperti dr. 
Poerwadi, dr. Sjagaf Jahja, Syamsoe Bahroen 
dan A. Chatab. 
Ketidakpuasan itu, kemudian direspon atau 
disikapi oleh para anggota KNI Keresidenan 
Jambi dengan menggelar sidang pertamanya 
pada 30 Mei – 1 Juni 1946 di Kantor 
Koninklyke Paketvaart Maatschappy Jambi. 
Sidang memutuskan tidak setuju keresidenan 
Jambi dimasukkan dalam sub Propinsi 
Sumatera Tengah dan menggugat agar daerah 
Jambi dimasukkan dalam sub Propinsi 
Sumatera Selatan. Ketidakpuasan itu semakin 
diperburuk oleh kebijakan pemerintah 
Propinsi Sumatera Tengah yang memutuskan 
upaya mempercepat pelaksanaan 
desentralisasi (Anonim, 1953).  
Pelaksanaan desentralisasi dengan 
menetapkan Keresidenan Jambi menjadi dua 
daerah otonom Kabupaten dipandang akan 
berakibat tergusurnya kelompok-kelompok 
elit yang selama ini menduduki posisi penting. 
Karena itu wajar bila ada kelompok yang 
ingin mempertahankan posisinya dan di lain 
pihak, kelompok yang ingin mengambil 
bagian dalam proses pembangunan. 
Kelompok yang merasa tersingkir mencari 
suatu alternatif pilihan yaitu ingin bergabung 
dengan Propinsi Sumatera Selatan.  
Persoalan itu, disamping persoalan lain 
yang lebih kompleks dan mendasar 
melahirkan dua kelompok masyarakat yang 
saling bertentangan. Di satu pihak, kelompok 
masyarakat yang ingin melepaskan diri dari 
Sumatera Tengah dan bergabung dengan 
Sumatera Selatan. Di lain pihak, kelompok 
masyarakat yang ingin tetap berada dalam 
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lingkungan Propinsi Suamtera Tengah. 
Pertentangan dua kelompok masyarakat itu 
semakin tajam, karena pemerintah pusat tidak 
dapat mengakomodasi permasalahan tersebut 
dengan baik.  
Kebuntuan percaturan politik di Jambi 
tersebut, pada akhirnya melahirkan Gerakan 
Front Pemuda Djambi (Fropedja). Pada 
tanggal 18 April 1954, Fropedja yang diketuai 
oleh Nangyu menuntut supaya Keresidenan 
Jambi dan Kerinci dijadikan satu daerah 
otonom Tingkat I Propinsi. Opsi yang 
digulirkan Fropedja ini ternyata mendapat 
sambutan luar biasa dari berbagai lapisan 
masyarakat. Dukungan berasal dari Pamong 
Desa se Daerah Jambi, DPRDS Kabupaten 
Merangin, DPRDS Kabupaten Batanghari dan 
Rapat Raksasa (Voor Congres) di Muaro 
Bungo 18 April 1955.  
Untuk menindaklanjuti tuntutan dari 
berbagai pihak, maka pada tanggal 14 – 18 
Juni 1955 bertempat di gedung Capitol Jambi 
diadakan Kongres Rakyat Jambi. Kongres 
dihadiri oleh wakil-wakil rakyat dari tiap-tiap 
daerah kawedanan, partai politik, organisasi 
massa, mantan pejuang 45, golongan 
fungsional dalam masyarakat serta Gubernur 
Sumatera Tengah, Ruslan Muljohardjo dan 
Mr. Nasrun dari Kementerian Dalam Negeri. 
Kongres memutuskan yaitu (1) 
mendesak/menuntut kepada pemerintah pusat 
agar Keresidenan Jambi diberi otonomi 
setingkat propinsi. (2) Untuk 
memperjuangkan keputusan Kongres dibentuk 
suatu badan yang bernama Badan Kongres 
Rakyat Djambi (BKRD). BKRD merupakan 
satu-satunya wadah perjuangan untuk 
memperjuangkan keputusan Kongres Rakyat 
Jambi.  
 
METODA DAN SUMBER  
 
Pengumpulan data (bahan) dilakukan 
melalui Library Research (studi kepustakaan), 
dokumentasi atau arsip dan interview 
(wawancara). Studi kepustakaan masih sangat 
terbatas karena tidak tersedianya buku atau 
literatur yang berkaitan langsung dengan tema 
penelitian. Karena itu, studi dokumentasi 
(arsip) merupakan prioritas utama, disamping 
wawancara (interview) dan sejarah lisan.  
Metode wawancara digunakan untuk 
menggali dan menganalisis kesaksian 
daripada informan (nara sumber). Penggunaan 
metoda sejarah lisan dilakukan, karena tema 
studi ini adalah sejarah kontemporer dan para 
pelaku masih dapat ditemui. Dengan kata lain 
metoda sejarah lisan dipakai sebagai salah 
satu kunci eksplanasi (RZ Leirissa, 1991, hlm. 
3). Disamping untuk menelusuri sumber-
sumber yang belum sempat direkam atau 
dilakukan sementara para pelaku semakin hari 
jumlahnya semakin berkurang. Para Informan 
dipilih dengan mempertimbangkan tingkat 
kelayakan berdasarkan keterlibatannya dalam 
peristiwa, integritas pribadi dan 
kompetensinya.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD)  
Pada tanggal 15- 18 Juni 1955 gedung 
Bioskop Capitol (Bioskop Duta) penuh sesak 
oleh kerumunan massa. Hadir tokoh-tokoh 
masyarakat, alim ulama, pimpinan partai 
politik, pimpinan organisasi massa dan para 
pembesar baik sipil maupun militer. Hadir 
pula, Gubernur Sumatera Tengah Ruslan 
Muljohardjo dan Mr. Nasrun dari KUDO 
Kementerian Dalam Negeri serta seluruh 
anggota DPRDS Kabupaten Batanghari, 
Merangin dan seluruh anggota DPRDS Kota 
Besar Jambi. Jumlah massa yang hadir kurang 
lebih 426 orang (Usman Meng, 1994, hlm. 
39). Mereka sepakat untuk mengadakan 
Kongres Rakyat Sedaerah Jambi.  
Dengan Kongres Rakyat Sedaerah Jambi 
diharapkan dapat ditemukan sebuah jawaban 
dari ketidakjelasan status daerah Jambi dan 
langkah-langkah untuk memperjuangkannya. 
Pada tanggal 18 Juni 1955 Kongres ditutup 
dengan rapat umum bertempat di lapangan 
Tungkal (Terminal Rawasari). Kongres yang 
dipimpin oleh H. Hanafie memutuskan yaitu 
menuntut Pemerintah Pusat agar daerah Jambi 
diberi otonomi setingkat Propinsi. Untuk 
memperjuangkan tuntutan itu dibentuk Badan 
Kongres Rakyat Djambi (BKRD) berdasarkan 
resolusi Kongres Rakyat Sedaerah Djambi 
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pada tanggal 15 – 18 Juni 1955 di Kota jambi 
(Ibrahim Ripin, 1976, hlm. 20) BKRD 
dijadikan satu-satunya wadah perjuangan 
untuk memenuhi aspirasinya masyarakat 
Jambi.  
BKRD beranggotakan 36 orang terdiri dari 
sembilan orang dipilih langsung oleh Kongres 
Rakyat Jambi, 16 orang utusan dari setiap 
kewedanan dan Kota Jambi masing-masing 
dua orang, 10 orang wakil dari partai politik 
yang ada di daerah Jambi masing-masing satu 
orang wakil dan satu orang wakil dari 
organisasi bekas pejuang. Struktur BKRD 
terdiri dari Badan Harian dan Badan Pleno. 
Badan Harian berjumlah sembilan orang yaitu 
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, 
dan lima orang anggota. Sembilan orang ini 
dipilih langsung oleh Kongres dan menduduki 
jabatan sesuai dengan jumlah suara yang  
diperolehnya. Badan pleno terdiri dari 29 
orang sesuai dengan pasal V Anggaran Dasar 
BKRD yang disyahkan pada tanggal 15 Juli 
1955. Untuk mendukung kinerjanya BKRD 
membuka perwakilan BKRD di setiap 
kewedanan dan di marga atau kampung dalam 
Kota Jambi.  
Untuk melaksanakan amanat kongres 
rakyat, pada tanggal 14 – 15 Juni 1955 BKRD 
bersidang untuk menetapkan delegasi yang 
akan berangkat ke Jakarta. Ada tiga delegasi 
yaitu H. Hanafie Ketua BKRD, Ibrahim 
Sekretaris BKRD, dan R. Suhur Bendahara 
BKRD. Pada tanggal 25 Agustus 1955 
delegasi menemui Seksi G (Seksi Dalam 
Negeri) Parlemen yaitu Maridi Danukusumo, 
AR Baswedan dan Ardi Winangun. Seksi G 
memahami tuntutan Rakyat Jambi dan akan 
membawa tuntutan itu pada sidang Seksi G 
yang akan datang.  
Delegasi juga menghadap Soetardjo, Ketua 
KUDO Kementerian Dalam Negeri, Soetardjo 
menyatakan bahwa tuntutan rakyat Jambi 
telah disetujui oleh KUDO dan telah 
diserahkan kepada Parlemen. Merasa tidak 
puas, pada tanggal 26 Agustus 1955 
bertempat di rumah Abunjani delegasi 
mengadakan tatap muka dengan para pemuda 
daerah Jambi (HP Merbahari). Di rumah 
Abunjani delegasi memberi penjelasan 
tentang hasrat rakyat Jambi sesuai keputusan 
Kongres Rakyat Jambi 15 – 18 Juni 1955. 
Kemudian, 27 Agustus 1955 delegasi 
menghadap Mr. Soenarjo, Menteri Dalam 
Negeri. Delegasi juga menemui pimpinan 
partai mereka masing-masing H. Hanafie 
menemui pimpinan Partai Masyumi, Ibrahim 
menemui pimpinan PRN dan R. Suhur 
menemui pimpinan PIR.  
Belum ada kejelasan status Daerah Jambi, 
maka pada tanggal 28 – 29 Mei 1956, BKRD 
mengadakan sidang pleno di bertempat di 
Kuala Tungkal. Sidang mendapat dukungan 
dari rakyat daerah Kewedanan Tungkal. 
Kemudian 24 – 25 November 1956 BKRD 
kembali mengadakan sidang pleno di Muaro 
Bungo. Sidang memutuskan untuk mengirim 
kembali delegasi ke Jakarta. Ada tujuh orang 
delegasi yang dipimpin oleh Djamin Gelar 
Datuk Bagindo. Berdasarkan surat BKRD No. 
74/BKRD/56 tanggal 5 Desember 1956 
keputusan sidang pleno ini juga dikirim 
kepada seluruh Asisten Wedana Kecamatan di 
daerah Jambi. Pasirah-pasirah Kepala Marga 
dan seluruh anggota pleno BKRD. Dengan 
maksud agar melaksanakan keputusan sidang 
pleno BKRD di Muaro Bungo. Keberangkatan 
delegasi ke Jakarta bersamaan dengan sedang 
dibicarakannya atau dibahasnya Undang-
Undang Pembentukan Propinsi Jambi di 
Parlemen.  
Sebelum keberangkatan delegasi, pada 
tanggal 19 Desember 1956 BKRD mendapat 
surat dari Dewan Banteng Sumatera Tengah 
No. 046/DBST/56 tertanggal 19 Desember 
1956 yang bermaksud melakukan kerja sama 
yang baik antara kedua belah pihak. Dewan 
Banteng juga mengusulkan supaya 
keberangkatan delegasi ke Jakarta ditunda 
dahulu sesuai dengan putusan reuni ex devisi 
Banteng pada tanggal 24 November 1956 
karena putusan dari reuni ex. Devisi Banteng 
Sumatera Tengah dengan sendirinya termasuk 
tuntuan saudara-saudara dari Jambi sudah 
dibicarakan dengan panjang lebar dengan 
anggota-anggota Dewan Banteng di Padang. 
Dewan Banteng akan mengambil langkah 
pertama dalam pelaksanaan putusan reuni 
tersebut.  
Berselang sehari, pada tanggal 20 
Desember 1956 Dewan Banteng melakukan 
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putseh yaitu mengambil alih pemerintahan 
dari Gubernur Ruslan Muljohardjo ke Ahmad 
Husein yang diangkat oleh Dewan Banteng 
sebagai Ketua Daerah Sumatera Tengah dan 
Mayor Sofyan Ibrahim sebagai Kepala Staf 
Sipil yang berkedudukan di Bukittinggi. 
Upacara serah terima jabatan dihadiri oleh 
para anggota DPRDS Sumatera Tengah 
Pejabat Kepala Polisi Sumatera Tengah juga 
diserah terimakan dari Komirasis Polisi R. M. 
Soewarno Tjokroningrat kepada Komisaris 
Polisi ST. Suis.   
Pada tanggal 26 Desember 1956 utusan 
BKRD yang dipimpin oleh Djamin Gelar 
Datuk Bagindo datang menemui Ahmad 
Husein untuk merundingkan persoalan sekitar 
pemerintahan di Jambi dan menyampaikan 
hasrat rakyat Jambi. Melihat perkembangan 
yang terjadi di Jambi maupun Sumatera 
Tengah Panglima T.T. II Sriwijaya selaku 
Penguasa Militer Sumatera Selatan dan Jambi 
mengeluarkan Maklumat No. PM-
001/12/1956 tanggal 31 Desember 1956). 
yang menyatakan Daerah Sumatera Selatan 
(Keresidenan Palembang, Bengkulu, 
Lampung dan Jambi) berada dalam keadaan 
darurat perang (Staat van Oorlog en van 
beleg) sesuai dengan Keputusan Presiden RI 
No. 201 tanggal 29 Desember 1956. Kepada 
semua instansi sipil diminta untuk 
melaksanakan tugasnya dengan lebih seksama 
dan seluruh masyarakat diharapkan supaya 
tetap tenang dan waspada terhadap segala 
hasutan dan kabar-kabar yang provokatif. 
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak 
diinginkan pada Kongres Pemuda Sedaerah 
Jambi pada tanggal 3 – 5 Januari 1957, 
Panglima/Penguasa Militer T.T. II Sriwijaya 
mengeluarkan Maklumat No. PM-002/I/1957 
tertanggal 4 Januari 1957.  
 
Kepentingan Badan Kongres Rakyat Djambi 
(Bkrd)  
Perkembangan masyarakat yang demikian 
pesat dan pemerintahan yang telah 
dipraktekkan selama delapan tahun lebih, baik 
itu waktu revolusi maupun sesudah 
penyerahan kedaulatan maka susunan propinsi 
di Sumatera yang hanya ada tiga propinsi 
tidak dapat dipertahankan lagi. Barangkali 
tuntutan itu tidak hanya terjadi di Jambi tetapi 
juga di daerah lain. Ibrahim, Sekretaris BKRD 
pada Kongres Rakyat Daerah Jambi 15 – 18 
Juni 1956 mengatakan bahwa tuntutan 
mengenai status daerah Jambi menjadi daerah 
otonomi setingkat propinsi merupakan tuntuan 
atas ketidakadilan (perimbangan keuangan) 
dan upaya penyelesaian konflik (perimbangan 
kekuasaan) karena dipadang dari segi 
geografis, sosiologis, politis dan ekonomi 
daerah Jambi telah dapat dan sudah 
selayaknya berotonomi sendiri setingkat 
propinsi.  
Daerah Jambi dengan luas wilayahnya 
53.435,72 km2 dan jumlah penduduk lebih 
dari 400.990 orang kaya dengan sumber-
sumber alamnya (Anonim, tt. Hlm. 30). 
Sumber-sumber alam itu seperti karet, rotan, 
kayu, damar, teh, kopi, casiacera, tembakau, 
padi dan lain-lain disamping minyak bumi, 
emas, pasir dan belerang. Daerah Jambi juga 
mempunyai curah hujan yang cukup tinggi 
sehingga cocok untuk areal pertanian dan 
perkebunan. Karet berkembang dengan pesat 
pada tahun 1912, harga karet di Singapura 
telah mencapai ƒ 5.200,00 per ton  (Jang 
Asyah Mutholib, 1980, hlm. 29). Registrasi 
pada tahun 1941 tercatat luas tanah daerah 
Jambi yang ditumbuhi pohon karet 188.578 
hektar dengan produksi 75.622 ton (Anonim, 
1953. hlm. 677 – 678).  
Bea cukai karet (1956) dari pelabuhan 
Jambi ke Singapura 34.491.551 kg dengan 
standard $46.642.707,17 (kurs Rp. 3,75) maka 
menjadi Rp. 17.491.015.188,75. Ini baru ke 
Singapura belum yang ke Amerika dan 
Hongkong dengan Bea karet istimewa 25% 
dari Pelabuhan Jambi. Karena itu, tidak heran 
bila Presiden Soekarno ketika itu mengatakan 
bahwa Jambi adalah satu daerah RI yang 
makmur, ekonominya berjalan baik, dapat 
mengekspor karet dan mengimpor barang dari 
luar negeri (Anonim, 1953, hlm. 677 - 678). 
Hubungan dagang daerah Jambi sejak jaman 
kerajaan juga telah meluas tidak hanya daerah 
Sumatera saja tetapi telah merambah ke 
manca negera.  
Faktor penyebab yang paling utama adalah 
secara geografis daerah Jambi dekat dengan 
negara lain (Singapura). Sterck maupun 
Sourry, menyebut bahwa Jambi merupakan 
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penyalur bahan perdagangan yang penting 
(Taufik Abdullah, 1984, hlm. 14). Ia menjadi 
tempat penjualan merica (rempah-rempah) 
yang dihasilkan oleh daerah pedalaman 
Minangkabau. Pemiliknya membawa merica 
ke Jambi dengan berlayar menyusuri sungai 
Baanghari. Merica Jambi sangat dibutuhkan 
oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itu, 
banyak pedagang-pedagang asing seperti 
Portugis, Inggris, dan Belanda berdatangan ke 
Jambi. Belanda datang ke Jambi karena 
kesultanan Banten menolak untuk 
berhubungan dengan VOC. Saudagar Cina 
memainkan peranan utama dalam 
perdagangan tersebut. Sebagian besar ekspor 
lada atau merica Jambi dikirim ke Jawa 
(Jepara) dan dari Jawa, Jambi membeli beras, 
garam, sutera dan tekstil (M.A.P. Meilink 
Roelofsz, 1962, hlm. 287 – 289).  
Masuknya orang-orang Cina, Eropa dan 
Bumiputera yang berasal dari luar Jambi telah 
muncul sebagai golongan kapitalis di Jambi, 
maka orang-orang setempat (orang Jambi) 
hanyalah bekerja sebagai pekerja upah di 
kebun-kebun besar. Dari segi politis, tuntutan 
rakyat Jambi tidak menyimpang dari UUDS 
RI pasal 22 ayat 2 yang berbunyi, Sekalian 
orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama berhak mengajukan permohonan pada 
penguasa. UUDS RI pasal 131 sub 2 yang 
menyatakan, kepada daerah-daerah diberikan 
otonomi seluas-luasnya untuk mengurus 
rumah tangganya sendiri. Ketidakadilan di 
dalam perimbangan kekuasaan dapat 
dikatakan sejak Belanda mengadakan 
perombakan total terhadap struktur 
pemerintahah di atas tingkat dusun (Kesatuan 
pemerintahan yang terdiri dari beberapa 
kampung). Kesultanan dihapuskan dan juga 
jabatan kepala daerah yang selama ini 
dipegang oleh para anak raja (bangsawan).  
Ini berarti penghancuran konsep tradisional 
mengenai state (negara) dan kingship yang 
selama ini berabad-abad dipegang oleh rakyat 
Jambi (J. M. Gullick, 1958, hlm. 44 – 64 dan 
Jang Asyah Mutholib, hlm. 27 – 28). 
Akibatnya hubungan mereka 
(raja/bangsawan) dengan rakyat terputus. 
Belanda sendiri sebagai pemerintah tidak 
dapat menggantikan tempat sultan sebagai 
pelindung dan pemelihara adat dan agama. 
Contoh kasus, pengangkatan jabatan Kepala 
Distrik (Demang) hampir tidak mungkin 
dipegang oleh orang Jambi sendiri. Hampir 
tidak ada orang Jambi berpendidikan modern. 
Pendidikan modern di mata orang Jambi 
adalah pendidikan kafir yang akan menjadi 
anak-anak mereka kaki tangan kaum kafir 
seperti para Demang (Jang Asyah Mutholib, 
1980, hlm. 30). Jabatan Demang dipegang 
oleh orang-orang dari luar daerah (orang 
Minangkabau dan Palembang). Bahkan 
kedudukan mereka sebagai Kepala Distrik 
(Demang) justru bertambah kuat.  
Hal ini memperkuat rasa ketidakpuasan 
atau sentimen sebagian orang Jambi terhadap 
orang Minang. Sentimen terhadap orang 
Minang dibawa turun temurun, bahkan hingga 
sekarang masih dijumpai dalam sekat-sekat 
kehidupan masyarakat. Jadi, misalnya dalam 
soal perkawinan. Dari aspek sosiologis 
(hubungan masyarakat) daerah Jambi bersatu 
di dalam persatuan Pucuk Jambi Sembilan 
Lurah, satu perasaan dan satu cita-cita tidak 
mau dipisah-pisahkan dari sialang belantak 
besi (di Tanjung Samalidu) dan dari Durian di 
Takuk Rajo (di Ulu Sian Bangko) sampai ke 
Ujung Jabung (Selat Berhala).  
Apabila faktor tersebut dilupakan dalam 
pembentukan suatu otonomi daerah, niscaya 
akan timbul keadaan yang tidak diinginkan 
oleh pemerintah maupun masyarakat. Sudah 
cukup bukti, dimana timbul tuntutan di 
berbagai daerah yang merasa tidak puas 
terhadap kebijakan pemerintah di bidang 
politik, pemerintahan, ekonomi, keuangan, 
pembangunan, kemasyarakatan dan angkatan 
perang.  
Tuntutan rakyat Jambi mempunyai dasar 
yang kuat dan tidak dapat dielakkan lagi baik 
dari aspek politis, ekonomis maupun sosial. 
Tuntutan yang telah diperjuangkan sejak 1946 
dan belum pernah menjadi kenyataan. Sudah 
begitu banyak delegasi yang dikirim ke 
Jakarta. Begitu juga tuntutan-tuntutan yang 
datang dari berbagai lapisan masyarakat. Pada 
akhirnya, persoalan tuntutan status daerah 
Jambi itu sering menimbulkan bermacam-
macam sentimen baik yang datang dari 
masyarakat maupun pihak pemerintah. 
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Muncul tuduhan dari kalangan tertentu 
(provokator) bahwa tuntutan itu hanya berasal 
dari beberapa gelintir orang yang 
menginginkan kedudukan.  
Terakumulasinya persoalan yang semakin 
kompleks dan perkembangan masyarakat 
dalam menghadapi tuntutan status daerah 
Jambi makin hari makin meluap. Pada tanggal 
17 Juni 1956, Kongres Rakyat Jambi sepakat 
untuk membentuk Badan Kongres Rakyat 
Djambi (BKRD). BKRD lahir sebagai 
konsekuensi logis dari Kongres Rakyat 
Daerah Jambi 15 – 18 Juni 1956. BKRD 
dijadikan satu-satunya wadah perjuangan bagi 
rakyat Jambi untuk menuntut tegaknya 
Propinsi Jambi. BKRD dapat dikatakan 
sebagai sebuah jawaban dari anti klimaks 
persoalan atau aspirasi masyarakat yang 
tersumbat.  
 
PROKLAMASI BKRD  
Tuntutan status daerah Jambi yang telah 
diperjuangan melalui berbagai saluran 
demokrasi parlementer telah berlarut-larut dan 
masih belum menjadi kenyataan. 
Kegelisahan-kegelisahan masyarakat Jambi 
semakin hari makin mendesak supaya 
Propinsi Jambi segera menjadi kenyataan. 
Karena itu pemuda sebagai pionir bagi 
tegaknya Propinsi Jambi mengadakan 
Kongres Pemuda Sedaerah Jambi yang kedua. 
Kongres berlangsung pada tanggal 3 – 5 
Januari 1957 yang dihadiri oleh utusan-utusan 
dari tiap-tiap Kewedanan Daerah Jambi, 
Organisasi-organisasi Pemuda, Organisasi 
Bekas Pejuang dan Kampung-kampung dalam 
Kota Besar Jambi. Mengingat perkembangan 
politik yang terjadi pada akhir-akhir ini maka 
Kongres Pemuda mendesak BKRD yaitu (1) 
Untuk tidak mengesahkan/ menyetujui 
pembentukan Dewan Persiapan Jambi 21 
Desember 1957. (2) Memproklamirkan secara 
de facto Propinsi Jambi selambat-lambatnya 
tanggal 9 Januari 1957. Memutuskan 
Hubungan dengan Propinsi Sumatera Tengah 
dan berhubungan langsung dengan 
Pemerintah Pusat.  
Kongres Pemuda akan mengambil sikap 
tegas, jika BKRD tidak bertanggung jawab 
atas tuntutannya. Menanggapi tuntutan 
kongres pemuda maka pada tanggal 6 Januari 
1957 BKRD dalam sidang plenonya 
menyatakan secara de facto bahwa daerah 
Keresidenan Jambi menjadi daerah otonom 
tingkat I Propinsi yang berhubungan langsung 
dengan Pemerintah Pusat dan mengusulkan 
sementara Djamin Gelar Datuk Bagindo 
sebagai Pemangku jabatan Gubernur Propinsi 
Jambi. Kemudian, BKRD akan segera 
mengirim delegasi untuk menyampaikan 
keputusan tersebut kepada Pemerintah Pusat. 
Pernyataan BKRD yang dikeluarkan pada 
tanggal 6 Januari 1957 merupakan momentum 
sejarah yang sangat penting bagi masyarakat 
Jambi. Awal dimulainya suatu tonggak baru 
bagi eksistensi daerah Jambi terhadap daerah 
lain dalam wilayah Negara Kesatuan 
Indonesia.  
Setelah BKRD memproklamirkan 
tegaknya Propinsi Jambi, sekelompok orang 
pemudayang dipimpin oleh R. Marjaya 
mendirikan suatu badan perjuangan yang 
bernama Gerakan Pembela Propinsi Djambi 
(GPPD). Badan ini mempersiapkan diri untuk 
mengantisipasi setiap usaha golongan tertentu 
yang akan merongrong proklamasi tersebut. 
Karena itu, pada tanggal 8 Januari 1957 di 
Jambi GPPD membuat dan menandatangani 
ikrar bersama. Ada 11 orang yang 
menandatangani ikrar bersama. Ikrar bersama 
ini bersemboyankan “Timbul Sama Terapung 
dan Tenggelam Sama Terbenam. 
Pernyataan BKRD secara de facto 
tegaknya Propinsi Jambi mengundang reaksi 
dari berbagai pihak. Dewan Menteri atau 
Kabinet pada tanggal 8 Januari 1959, 
menyatakan persetujuannya terhadap 
Keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957. 
Sehari kemudian, Dewan Banteng juga 
menyatakan persetujuannya tehadap 
keputusan BKRD 6 Januari 1957. Persetujuan 
Dewan Banteng sebagaimana yang 
disampaikan oleh Ketua Dewan Banteng 
Letkol. Ahmad Husein dalam pidato radionya 
pada tanggal 9 Januari 1957 melalui RRI 
Studio Padang, antara lain ditegaskan bahwa 
Dewan Banteng : selaku Badan Pelaksana dari 
putusan reuni I ex devisi Banteng tanggal 24 
November 1956, memutuskan untuk 
memberikan status otonomi tingkat I masing-
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masing kepada daerah Riau dan Jambi (RZ. 
Leirissa, 1991, hlm. 52).  
Pada tanggal 9 Januari 1957, BKRD 
mengirim delegasi untuk menghadap 
pemerintah pusat dan Panglima T.T. II 
Sriwijaya berkenaan dengan keputusan BKRD 
tanggal 6 Januari 1957. Delegasi yang 
berangkat ke Palembang terdiri dari Djamin 
Gelar Datuk Bagindo, H. Hanafie, Jusuf 
Nasry dan A. Hadi. Delegasi BKRD yang 
berangkat ke Jakarta terdiri dari Kemas A. 
Gafar Dung, A. Madjid Batu, H. M. Kasim 
Agus, Hasan Jaapar, Basjaruddin, Abdullah 
Umar dan A. Situmorang.  
Kedatangan delegasi di Palembang 
diterima oleh Panglima T.T. II Sriwijaya. 
Setelah menerima penjelasan dari delegasi 
BKRD sekitar perkembangan politik di daerah 
Jambi, Panglima T.T. II Sriwijaya meminta 
agar delegasi kembali ke Jambi dan masalah 
ini akan dibicarakan melalui rapat segitiga 
antara BKRD, Dewan Banteng, dan Panglima 
T.T. II Sriwijaya seperti dalam suratnya 
kepada BKRD No. B-001/SMP/57 tanggal 10 
Januari 1957. Keberangkatan delegasi ke 
Jakarta mendapat dukungan dari Sekretariat 
Comite PKI Batanghari. Bertepatan telegram 
dari Sekretaris Comite PKI Batanghari pada 
tanggal 10 Januari 1957 kepada Pemerintah 
Pusat atau sehari setelah keberangkatan 
delegasi ke Jakarta. RRI Jakarta menyiarkan 
pengumuman dari sidang kabinet bahwa 
kabinet menyetujui daerah Riau dan Jambi 
menjadi daerah otonomi tingkat I Propinsi dan 
pembentukannya melalui Undang-undang 
biasa.  
Persetujuan kabinet itu menimbulkan 
reaksi dari partai-partai politik di Kerinci 
seperti PNI, Masyumi, NU, Perti, PSI dan PKI 
kemudian pada tanggal 10 Januari 1957 
mereka mengirim telegram kepada Menteri 
Dalam Negeri dan Seksi G Parlemen di 
Jakarta. Mereka menuntut direalisasikannya 
daerah otonomi Kerinci Tingkat II dan 
digabungkan dalam Propinsi Jambi. Tuntutan 
itu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 
kongres di Sungai Penuh, Kerinci. Kongres 
tanggal 12 Januari 1957 itu diberi nama 
Kongres Rakyat Kerinci. Jambi dan Kerinci 
seperti pada seloko adat mereka, empat di atas 
tiga dibaruh (di atas sama dengan Kerinci 
dibaruh sama dengan Jambi). Pertemuan 
segitiga antara Tengku Hitam Berdarah Putih 
dari Inderapura, Pancardat dari Depati Empat 
Delapan Helai Kain Kerinci dan Pangeran 
Temenggungan Kerbau di Bukit dari Jambi 
juga membuat satu perjanjian.  
Perjanjian itu diberi nama Sitinjau Laut. Isi 
perjanian, yaitu : rugi sama berugi, berlaba 
sama berlaba, datang musuh dari hilir sama-
sama kehilir, datang musuh dari hulu sama-
sama ke hulu, datang musuh dari tengah 
sama-sama dikepung, laut yang berdebur 
kepunyaan Depati Empat Delapan Helai Kain, 
gunung yang memuncak kepunyaan Tengku 
Hitam Berdarah Putih.  
Perjanjian itu kemudian dipaterikan 
dengan memotong kerbau setengah dua ekor 
(kerbau mengandung) dan kepeng-sekepeng 
dibagi tiga, darahnya dikacau, daging dilapah 
dan tanduk digantungkan tinggi. Ini berarti 
bukti bahwa Jambi dan Kerinci mempunyai 
persamaan.  
BKRD melalui wakil ketuanya, Sjamsoe 
Bahroen pada tanggal 12 Januari 1957 
menyampaikan pidato di Radio Jambi. Beliau 
menjelaskan bahwa pernyataan BKRD 6 
Januari 1957 itu sesuai dengan pengumuman 
dan pengakuan dari Dewan Banteng yang 
disampaikan Letkol. Ahmad Husein melalui 
Radio Padang 9 Januari 1957. RRI Jakarta 10 
Januari 1957 juga telah mengeluarkan 
pengumuman dari sidang Kabinet. Sidang 
Kabinet telah menyetujui untuk 
dikeluarkannya Undang-Undang biasa tentang 
Keresidenan Jambi dan Riau masing-masing 
menjadi daerah otonomi tingkat I Propinsi. 
Karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak 
ragu-ragu lagi dan gelisah. Tegaknya Propinsi 
Jambi oleh BKRD bukan menangguk di air 
keruh.  
Untuk menindaklanjuti Maklumat 
Panglima No. PM-002/I/1957, BKRD pada 
tanggal 18 Januari 1957 mengadakan sidang 
Pleno. Sidang Pleno dihadiri oleh wakil-wakil 
dari BKPD. Sidang menerima baik anjuran 
Panglima T.T. II Sriwijaya untuk mengadakan 
perundingan segitiga antara BKRD, Dewan 
Banteng dan Panglima T.T. II Sriwijaya. 
Untuk itu BKRD 19 Januari 1957 menetapkan 
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delegasi yang akan berangkat ke Palembang. 
Delegasi itu terdiri dari H. Hanafie, Mad 
Hasan dan Jusuf Nasry dari BKRD, M. Salim 
dari tokoh masyarakat dan A. Hadi dari Ketua 
BKPD, Penasehat yaitu Djamin Gelar Datuk 
Bagindo, Residen Jambi dan M.O. Bafadol, 
anggota Parlemen RI.  
Rapat segitiga berlangsung pada tanggal 
21 – 22 Januari 1957 di Palembang dipimpin 
oleh Panglima T.T. II Sriwijaya. Rapat 
mengambil keputusan yaitu Dewan Banteng 
atas usul BKRD menetapkan seorang Acting 
Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Jambi. 
Dewan Banteng juga mengesahkan staf dari 
Acting Gubernur/Kepala Daerah Propinsi 
Jambi atas usul Gubernur/Kepala Daerah 
bersama BKRD. Keputusan ini terlihat 
mengabaikan kewenangan Pemerintah Pusat. 
Karena itu, pemerintah pusat pada akhir bulan 
Januari 1957 mengambil tindakan untuk 
memindahkan Djamin Gelar Datuk Bagindo, 
Residen Daerah Jambi dan   H. A. Manaf 
(Anggota Dewan Banteng) yang menjabat 
Bupati Kabupaten Merangin keluar dari 
Jambi. Namun tindakan pemerintah pusat itu 
mendapat reaksi keras dari masyarakat Jambi. 
Masyarakat Jambi mempunyai suatu 
anggapan bahwa perjuangan bagi tegaknya 
Propinsi Jambi belum selesai dan masih 
membutuhkan dukungan dari semua pihak, 
terutama Dewan Banteng.  
 
Peresmian Propinsi Jambi  
Keputusan rapat segitiga 21 – 22 Jnuari 
1957 telah membuat gusar pemerintah pusat. 
Keputusan itu dianggap telah mengabaikan 
kewenangan pusat. Pemerintah pusat sebagai 
pemegang otoritas dalam hal itu merasa 
dilangkahi oleh Dewan Banteng. Tindakan 
Dewan Banteng dianggap sebagai tindakan 
inkonstitusional. Menanggapi tudingan itu 
Letkol. Ahmad Husein dalam pidatonya pada 
peresmian daerah otonomi tingkat I Jambi 8 
Pebruari 1957 mengatakan, hal itu memang 
merupakan satu kenyataan yang tidak dapat 
dipungkiri bahwa keinginan luhur rakyat 
direalisir dengan tindakan-tindakan yang 
radikal dan revolusioner. Kemudian Letkol. 
Ahmad Husein menegaskan bahwa :  
Suatu sikap yang sewajarnya dari seluruh 
rakyat dan segala golongan masyarakat 
Sumatera Tengah yang menyokong 
sepenuhnya tindakan Dewan Banteng yang 
siap sedia memikul konsekuensinya karena 
diyakini jalan menuju realisasi cita-cita dan 
keinginan luhur rakyat semesta. Sesuai 
dengan perhitungan waktu dan 
kemampuannya Dewan Banteng secara 
radikal, revolusioner dan konsekuen bertindak 
merealisir keputusan reuni ke satu ex Devisi 
Banteng tersebut. Diantaranya pada hari ini, 
hari Jum’at tanggal 8 Pebruari 1957 Dewan 
Banteng membenarkan dan menyetujui 
keputusan Badan Kongres Rakyat Djambi 
(BKRD) sebagai saluran keinginan-keinginan 
dan hasrat seluruh rakyat Jambi untuk 
menjadikan Daerah Otonomi Tingkat I.  
Atas tindakannya itu maka pemerintah 
pusat hendak memindahkan Djamin Gelar 
Datuk Bagindo. Residen Jambi dan H. A. 
Manaf, anggota Dewan Banteng yang sedang 
menjabat Bupati Kabupaten Merangin keluar 
dari Jambi. Djamin Datuk Bagindo adalah 
calon Pemangku Jabatan Gubernur Propinsi 
Jambi hasil keputusan pleno BKRD keempat 
pada tanggal 5 Pebruari 1957 di Jambi. 
Namun tindakan pemerintah pusat itu 
mendapat reaksi keras dari kalangan 
masyarakat Jambi. Reaksi itu datang dari 
pejuang Islam dan Alim Ulama Cerdik Pandai 
Marga VII Koto Muaro Tebo.  
Pernyataan Pejuang Islam yang 
ditandatangani 23 Januari 1957 oleh Ketuanya 
A. Samad. J, menentang keras tindakan 
Pemerintah Pusat itu. Pejuang Islam juga 
mendesak kepada Menteri Dalam Negeri 
untuk membatalkan kepindahan tersebut. 
Pernyataan serupa berasal dari Alim Ulama 
Cerdik Pandai Marga VII Koto Muaro Tebo. 
Melalui rapat gabungan Kepala-kepala Adat, 
Syara’, DPR, Partai-partai politik pejuang dan 
organisasi massa di dalam Marga VII Koto, 
pada tanggal 1 Februari 1957 bertempat di 
Sekolah Rakyat Sungai Abang Muaro Tebo, 
memutuskan tidak akan melepaskan Djamin 
Gelar Datuk Bagindo pindah ke daerah lain 
atau keluar dari Jambi. Tindakan Pemerintah 
Pusat itu adalah satu tindakan yang tidak 
bijaksana.  
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Perkembangan suhu politik yang semakin 
memanas itu akan mengancam terealisasinya 
keputusan reuni ke satu ex. Devisi Banteng, 
terutama berkenaan dengan realisasi Otonomi 
Daerah Tingkat I Propinsi Jambi hasil rapat 
segi tiga. Dewan Banteng pada 27 Januari 
1957 kemudian mengirim radiogram kepada 
H. Hanafie, Ketua BKRD dan Djamin Gelar 
Datuk Bagindo, Residen Jambi. Dewan 
Banteng tidak mengakui pemindahan Djamin 
Gelar Datuk Bagindo dan H. A. Manaf oleh 
pusat. Karena itu BKRD diminta segera ke 
Padang dengan membawa usul penetapan 
Acting Gubernur dan staf supaya pelantikan 
dapat segera dilangsungkan di Jambi. 
Tindakan pemerintah pusat itu akhirnya gagal.  
Radiogram Dewan Banteng itu ditanggapi 
dengan antusias oleh masyarakat Jambi. 
Masyarakat sibuk mempersiapkan segala 
sesuatu yang diperlukan untuk peresmian 
Propinsi Jambi. Salah satunya yaitu 
pembentukan panitia penyelenggara 
peresmian Propinsi Jambi. Pada tanggal 30 
Januari 1957, panitia itu akhirnya terbentuk, 
Sjamsu Bahroen terpilih sebagai Ketua 
Panitia. Upacara peresmian ditetapkan pada 
tanggal 8 Februari 1957. Ada dua tempat 
untuk peremian, yaitu kediaman Residen 
Jambi dan gedung Nasional Jambi.  
Pada pukul 06.00 pagi 8 Februari 1957, 
sirene suling kapal, beduk-beduk dan lonceng 
gereja dibunyikan selama tiga menit. Semua 
kantor pemerintah maupun swasta, rumah-
rumah, toko-toko menaikkan bendera Merah 
Putih selama 12 jam (pukul 06.00 – 18.00). 
Kemudian pukul 08.30 serentak seluruh 
lapisan masyarakat Jambi, anak-anak sekolah 
dan pramuka sudah berkumpul di depan 
rumah kediaman Residen Jambi. Upacara 
peresmian dimulai dengan pembukaan oleh 
seksi upacara K. A. Gaffar Dung. Tampak 
hadir, Ketua Dewan Banteng Letkol. Ahmad 
Husein dan Staf Panglima T.T. II Sriwijaya 
dan staf serta undangan lainnya dan tidak 
tampak pejabat pusat yang hadir.  
Djamin Gelar Datuk Bagindo Acting 
Gubernur Propisni Jambi, dalam pidato 
peresmian Propinsi Jambi 8 Pebruari 1957 di 
Jambi menyatakan bahwa bahwa Propinsi 
Jambi yang telah bertahun-tahun menjadi 
idaman rakyat dan selama itu tidak menjadi 
perhatian pemerintah pusat, dilahirkan ke atas 
dunia dengan suatu cara yang luar biasa. Dia 
lahir atas pernyataan rakyat Jambi sendiri, 
kemudian diakui oleh Dewan Banteng. Suatu 
Dewan yang lahir di tengah-tengah 
masyarakat Sumatera Tengah yang 
mempunyai maksud tunggal yaitu secara 
revolusioner dan konsekuen berusaha agar 
proklamasi 17 Agustus 1945 benar-benar 
terwujud untuk seluruh rakyat Indonesia. 
Demikian juga, Propinsi Jambi lahir dalam 
suatu suasana, dimana pemerintah pusat 
mendapat berbagai macam tudingan, 
pernyataan, resolusi dan tantangan dari 
daerah-daerah yang merasa diperlakukan tidak 
adil.  
Hal ini merupakan suatu peristiwa yang 
jarang terjadi. Berdirinya Propinsi Jambi 
hingga peresmiannya tidak ada satupun 
perangkat perundang-undangan. Dan ini 
dikhawatirkan sebagian kalangan akan 
melahirkan persoalan-persoalan baru. 
Menanggapi kekhawatiran itu H. Hanafie 
Ketua BKRD dalam pidato peresmian 
Propinsi Jambi mengatakan, bahwa sekalipun 
belum ada UU pembentukan dari pemerintah 
pusat tetapi maksudnya tidak menyimpang 
dari ide negara. Hanya mendahului dari 
rencana UU yang akan diputuskan oleh 
parlemen. Dengan demikian akan 
memudahkan bagi pemerintah pusat terhadap 
penyelenggaraan selanjutnya. 
Diberlakukannya Peraturan Pemerintah 
No. 10 Tahun 1948 dengan tanpa melihat 
perkembangan dan keinginan rakyat Jambi 
serta faktor politis, sosiologis, ekonomis, 
historis dan adat istiadat itu dipandang oleh 
sebagian rakyat Jambi telah memperkosa hak 
demokrasi rakyat yang akhirnya melahirkan 
pergolakan dan perseteruan antara anggota 
masyarakat. Karena itu, kata H. Hanafie, kita 
harus bekerja keras menyusun dan 
membangun di berbagai lapangan untuk 
mempertahankan Propinsi Jambi yang kita 
resmikan ini. Dan pemerintah pusat harus 
mengakuinya.  
Ketua Dewan Banteng dalam surat 
keputusannya No. 009/KD/U/Kpts-57 
tertanggal 8 Februari 1957 di Padang juga 
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mengingatkan, bahwa perjuangan rakyat 
Jambi telah meminta korban yang tidak 
sedikit dalam memberikan iuran terhadap 
pembinaan RI. Karena itu, jangan dianggap 
sepi hasrat dan keinginan rakyat Jambi untuk 
membangun daerahnya dalam segala lapangan 
yang akan diwariskan kepada keturunannya 
kelak. Setelah upacara peresmian Propinsi 
Jambi, Ketua Dewan Banteng kemudian 
melantik secara resmi Acting Gubernur 
Propinsi Jambi beserta wakil dan 11 orang 
staf Gubernur.  
Pembacaan Surat Keputusan Dewan 
Bantang No. 009/KD/U/Kpts-57 tertanggal 8 
Februari 1957 tentang pengangkatan Djamin 
Gelar Datuk Bagindo selaku Acting Gubernur 
dan H. Hanafie selaku Wakil Acting Gubernur 
beserta 11 orang staf dilakukan oleh Mas 
Sulaiman. Sekretaris Jenderal Dewan 
Banteng. Kemudian, acara dilanjutkan dengan 
pembacaan do’a oleh K. Mohd. Djafar dan 
ditutup dengan pemasangan papan nama 
Kantor Gubernur Propinsi Jambi di sebelah 
kiri rumah kediaman Gubernur.  
 
KESIMPULAN  
 
Pro kontra keinginan masyarakat Jambi 
yang dipicu oleh keputusan sidang KNI 
Daerah Sumatera pada tanggal 18 April 1946 
di Bukit Tinggi dan desentralisasi Sumatera 
Tengah yang kemudian dikukuhkan dengan 
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1948 
tanpa melihat perkembangan dan keinginan 
masyarakat serta faktor-faktor politis, 
sosiologis, ekonomis, historis dan adat istiadat 
dipadang telah menodai hak-hak demokrasi 
rakyat Jambi.  
Munculnya Gerakan Fropedja yang 
didukung kalangan otoritas lokal dan partai-
partai politik yang ada di Daerah Jambi telah 
memberikan wacana baru bagi masyarakat. 
Meskipun gerakan itu  semula  ditentang  oleh 
H. P. Merbahari yang pada akhirnya 
membangun satu kekuatan bersama yang 
bernama BKRD (Badan Kongres Rakyat 
Djambi) untuk menuntut tegaknya Propinsi 
Jambi. Tindakan tegas BKRD yang 
menyatakan secara de facto berdirinya 
Propinsi Jambi merupakan jawaban dari anti 
klimaks persoalan-persoalan yang ada.  
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